[image: image1.png]
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi sehingga berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan pencabutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang; Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-​ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaga Negera Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknis Penyusunan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

2. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara Iangsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan atau dipergunakan secara Iangsung dalam penyelenggaraan administrasi.

3. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang secara Iangsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.

4. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi .penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.

5. Arsip statis adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

6. Komponen adalah unit kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

7. Pimpinan Komponen adalah Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 2

(1)
Arsip Departemen Dalam Negeri meliputi:

a. arsip dinamis;

b. arsip aktif;

c.   arsip inaktif; dan

d.   arsip statis.

(2)
Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan diruang khusus.

Pasal 3

(1) Tata kearsipan Departemen Dalam Negeri menganut asas sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaan.

(2) Menteri Dalam negeri melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan semua komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 4

Tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi melalui Modernisasi Sistim Kearsipan Departemen Dalam Negeri.

Pasal 5

(1) Pimpinan komponen melaksanakan kegiatan tehnis tata kearsipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen.

(2) Tata kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempergunakan kartu kendali, pola klasifikasi, dan jadwal retensi Arsip

Pasal 6

Kartu kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebagai sarana pengendalian meliputi:

a. pengurusan naskah dinas masuk;

b. pengurusan naskah dinas keluar;

c. penyimpanan;

d. penemuan kembali; dan

e. peminjaman arsip.

Pasal 7

(1) Pola klasifikasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebagai sarana penataan arsip yang disusun berdasarkan klasifikasi masalah bidang tugas komponen.

(2) Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. umum;

b. pemerintahan;

c. politik;

d. keamanan dan ketertiban;

e. kesejahteraan; perekonomian;

f. pekerjaan umum dan ketenagaan;

g. pengawasan;

h. kepegawaian; dan

i. keuangan.

Pasal 8

(1)
Pola klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan perubahan untuk menampung masalah baru.

(2)
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Komponen kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)
Jadwal retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),   sebagai sarana penyusutan meliputi:

a. pemindahan arsip inaktif;

b. penyerahan arsip statis; dan

c. pemusnahan arsip.

(2)
Ketentuan Iebih lanjut jadwal retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktoher 2005

MENTERI DALAM NEGERI,

                   Ttd

         H. MOH. MA’RUF
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